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SUMMARY 

 

SETTLEMENT OF DISPUTE UNDER BILATERAL INVESTMENT TREATY  

FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL INVESTMENT TREATY 

 

Dimas Endriana Mukti 

Faculty of Law, Islam University of Malang 

 

In this thesis, the author raises the issue of Bilateral Investment Treaty 
Dispute Resolution from the perspective of international investment agreements. 
The author chose this title based on the fact that the rules of Bilateral Investment 
Treaties are not clearly regulated in any law and from the perspective of 
international investment agreements, looking at a comparative study between 
Indonesia and Singapore. Based on this background, this paper raises the following 
research questions: 1. How are Bilateral Investment Treaties regulated in 
Indonesia's investment policies and regulations? 2. How are disputes between 
Indonesia and Singapore over Bilateral Investment Treaties resolved? 

This research uses a normative legal approach with comparative, 
legislative, and conceptual methods. Data was obtained through a literature review 
of relevant national and international legislation and academic literature. Legal 
materials were collected through a literature review using primary, secondary, and 
tertiary legal materials. The legal materials were then reviewed and analyzed using 
the approaches employed in the study to address the legal issues in this research. 

The results show that Indonesia has regulated the Bilateral Investment 
Treaty in Law Number 25 Year 2007 on Investment, and is supported by other 
regulations such as Law Number 6 Year 2023 on the Stipulation of Government 
Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation into Law, and BKPM 
regulations. However, Indonesia still faces challenges in the form of legal 
uncertainty, overlapping regulations, and a weak investment dispute resolution 
system. On the other hand, Singapore has successfully built a stable, transparent, 
and efficient investment law system, which provides a sense of security for foreign 
investors. This study concludes that Indonesia needs to reform its BIT policy by 
emphasizing the balance between investor protection and the state's right to 
regulate public policy. Lessons learned from Singapore can be used as a reference 
to improve investment governance in Indonesia. 
Keywords : Bilateral Investment treaty, International Investment, International 
treaty, Investment Law 
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PENYELESAIAN SENGKETA BILATERAL INVESTMENT TREATY   

DALAM PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL  

 

Dimas Endriana Mukti 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penyelesaian Sengketa 
Bilateral Investment Treaty dalam prespektif perjanjian investasi internasional, 
penulis mengangkat judul tersebut dengan dilatarbelakangi oleh aturan Bilateral 
Investment Treaty yang dirasa belum jelas diatur pada Undang-undang apa dan 
ditinjau dari prespektif perjanjian investasi internasional dengan melihat studi 
perbandingan Indonesia dengan Singapura. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana 
Pengaturan Bilateral Investment Treaty dalam kebijakan Investasi dan regulasi di 
Indonesia? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara negara Indonesia dengan 
Singapura atas Bilateral Investment Treaty? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode 
perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional 
yang relevan serta literatur akademik. Pengumpulan bahan hukum melalui metode 
literatur dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan 
hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur Bilateral 
Investment Treaty dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, serta didukung oleh regulasi lainnya seperti Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan 
peraturan BKPM. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa 
ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya sistem penyelesaian 
sengketa investasi. Di sisi lain, Singapura telah berhasil membangun sistem hukum 
investasi yang stabil, transparan, dan efisien, yang memberikan rasa aman bagi 
investor asing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan 
reformasi kebijakan Bilatereal Investment Treaty dengan menekankan 
keseimbangan antara perlindungan investor dan hak negara dalam mengatur 
kebijakan publik. Pembelajaran dari Singapura dapat menjadi acuan untuk 
memperbaiki tata kelola investasi di Indonesia. 
Kata Kunci: Bilateral Investment treaty, Investasi Internasional,perjanjian 
Internasional, Hukum Investasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian investasi internasional menyediakan standar perlakuan adil dan 

merata untuk melindungi para investor dan investasi di Negara Tuan Rumah. 

Standar ini sudah ditetapkan sebagai prinsip, terutama melalui peningkatan 

jaringan dari perjanjian investasi bilateral. Dalam dunia investasi internasional, 

istilah untuk negara tempat investor melakukan investasi disebut Host State.1 Host 

state yang notabenya memerlukan sumber dana dalam pembangunan ekonomi 

nasionalnya memerlukan investor untuk menambah pemasukan uang, sehingga 

dapat menggerakkan roda perekonomian nasional yang berujung pada 

kesejahteraan rakyat. Peran host state dalam investasi internasional sangat 

penting, karena negara tuan rumah menyediakan lingkungan yang mendukung 

bagi investor asing, termasuk kebijakan, infrastruktur, dan perlindungan hukum.2 

Negara berkembang memiliki ekspektasi bahwa dengan mengundang investor 

asing akan meningkatkan devisa negara, menyediakan banyak lapangan kerja, 

berkembangnya industri dan perdagangan, naiknya pembangunan daerah dan alih 

teknologi. Akan tetapi sebelum investor berinvestasi, mereka mempertimbangkan 

beberapa faktor terkait investasi, seperti upah buruh rendah, sumber daya alam 

melimpah, biaya produksi rendah, pangsa pasar yang besar, adanya fasilitas yang 

mendukung, dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif, hal-hal ini yang 

kemudian disebut sebagai iklim investasi. 

                                                 
1 Sinduwati, “Peranan UU Minerba Sebagai Controls Host State Indonesia Terhadap Kedudukan 

Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) Dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar.” 
2 Kusnowibowo, “Buku Hukum Investasi Internasional.” 
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Untuk meningkatkan iklim investasi, perlu adanya perjanjian bilateral 

diantara host state dengan home state (negara asal investasi) terkait investasi, 

yang disebut Bilateral Investment Treaty (BIT) investasi. Bilateral Invesment 

Treaty dapat diartikan sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara 

hukum antara dua negara dimana masing-masing negara berjanji satu sama lain 

untuk menerapkan standar perlakukan yang tertuang dalam dalam perjanjian 

terkait dengan penanaman modal yang dilakukan masing-masing negara. Dalam 

Bilateral Investment Treaty  hak-hak investor menjadi lebih terjamin dan juga 

dapat memberikan kemungkinan bagi investor untuk menuntut host state di 

pengadilan internasional jika hak-haknya investor ini tidak terpenuhi.3 

 Dasar hukum yang mengatur Bilateral investment treaty di Indonesia 

secara nasional dimuat dalam pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, pasal 5 

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Pasal 82-85 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dasar hukum yang 

mengatur investasi dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. Dasar hukum pengaturan Bilateral Investment Treaty dalam 

hukum internasional dimuat pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional 

dan Konvensi Wina 1969, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade 

Organization (WTO) mengenai investasi, salah satunya Trade Related Invesment 

Measures (TRIMs Agreement) untuk menghindari trade-distortion atau gangguan 

terhadap perdagangan yang disebabkan oleh kegiatan investasi. TRIMs Agreement 

ini melarang kegiatan atau tindakan investasi yang tidak konsisten dengan Pasal 

                                                 
3 Rampengan and Kojansow, “PERBEDAAN KEPENTINGAN ANTARA HOST STATE DENGAN 

INVESTOR TERKAIT KLAUSULA FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL 
INVESTMENT TREATY.” 
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III dan Pasal IX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang 

mengharuskan adanya national agreement dan penghapusan pembatasan 

kuantitatif.4  

Tujuan utama dari perjanjian investasi bilateral adalah untuk melindungi 

investor dari ketidakpastian di negara tempat mereka berinvestasi.  Setiap negara 

berdaulat, bagaimanapun, memiliki hak untuk mengubah undang-undang, sistem 

pemerintahan, dan institusi mereka sendiri. Reformasi ini tidak hanya bertujuan 

untuk memperbaiki negara tetapi juga untuk mencegah investasi asing 

mendominasi ekonomi nasional. Sebaliknya, sebagai pihak penanam modal, 

investor mengharapkan bahwa saat mereka melakukan investasi, hak mereka akan 

selalu dilindungi, iklim investasi akan tetap stabil, dan negara tuan rumah tidak 

pernah mengubah kebijakan atau praktik pemerintahan yang dapat 

membahayakan investasi mereka. Perbedaan kepentingan antara host state 

dengan investor inilah yang kemudian menimbulkan dilematik saat melakukan 

investasi baik oleh investor ataupun host state. 

Di sisi lain, investasi internasional juga sering kali diiringi dengan praktik-

praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal. Beberapa proyek 

investasi, terutama di sektor ekstraktif, telah menyebabkan kerusakan lingkungan 

yang serius, seperti deforestasi dan pencemaran, yang berdampak pada kesehatan 

masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, ada isu mengenai 

pelanggaran hak asasi manusia, di mana masyarakat lokal sering kali tidak 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek investasi yang 

berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan 

konflik sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi 

                                                 
4 Lee, “Bilateralism under the World Trade Organization.” 
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di daerah tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian regulasi yang 

sering kali mengganggu rencana investasi. Banyak investor melaporkan bahwa 

perubahan regulasi yang mendadak dan tidak terduga menciptakan lingkungan 

yang tidak stabil. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan izin usaha, 

perpajakan, dan regulasi lingkungan sering kali berubah tanpa pemberitahuan 

yang memadai, sehingga menyulitkan investor untuk merencanakan dan 

mengelola investasi mereka secara efektif. Ketidakpastian ini tidak hanya 

mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga dapat mengurangi daya tarik 

Indonesia sebagai tujuan investasi, karena investor cenderung mencari negara 

dengan kebijakan yang lebih konsisten dan transparan. Selain itu, terdapat laporan 

mengenai ekspropriasi tidak langsung, di mana pemerintah mengambil langkah-

langkah yang mengurangi nilai investasi tanpa melakukan pengambil alihan formal. 

Ini dapat terjadi melalui regulasi yang membatasi operasi atau meningkatkan biaya 

secara signifikan, yang merugikan investor dan menciptakan ketidak adilan dalam 

perlakuan.5 

Salah satunya terdapat contoh kasus yang merugikan negara yaitu PT. 

Bumi Resources Tbk. vs. Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2007 dan 

2008, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di 

Indonesia, yang berfokus pada eksplorasi dan produksi batubara. Perusahaan ini 

memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi di 

Indonesia, termasuk di Kalimantan, kasus ini bermula karena ada dugaan 

penggelapan pajak yang memberikan dampak kerugian negara akibat manipulasi 

penjualan dan pendapatan mencapai US$1,22 miliar. Isu ini berawal ketika 

Indonesia pada saat itu mengubah kebijakan regulasi yang signifikan mengenai 

                                                 
5 Go, “Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing.” 
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pajak dan royalti secara tiba-tiba yang berdampak pada finansial PT. Bumi 

Resources Tbk., misalnya jika royalti yang dikenakan meningkat secara drastis, hal 

ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan mempengaruhi keputusan 

investasi mereka di masa depan, ini semua dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam 

upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan memastikan bahwa sumber 

daya alam dikelola secara berkelanjutan, telah mengeluarkan kebijakan yang 

mengubah struktur pajak dan royalti, dan yang lebihnya lagi Kebijakan ini sering 

kali diterapkan secara mendadak dan tanpa konsultasi yang memadai dengan para 

pemangku kepentingan, termasuk investor asing. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada, serta 

memastikan bahwa semua investor, baik domestik maupun asing, diperlakukan 

secara adil dan setara. Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih transparan 

dan konsisten, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik 

lebih banyak investasi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang.6 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Bilateral Investment Treaty dalam kebijakan Investasi 

dan regulasi di Indonesia?  

2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dengan Singapura 

atas Bilateral Investment Treaty? 

                                                 
6 Purboyo et al., “Implikasi Kebijakan Terhadap Keadilan Perlakuan Dalam Pemberian Hak Istimewa 

Kepada Investor Asing Di Indonesia.” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk menelaah pengaturan Bilateral Investment Treaty  kebijakan investasi 

dan regulasi di Indonesia. 

2. Untuk menelaah penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dengan 

Singapura atas Bilateral Investment Treaty.  

D. Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Manfaat Akademisi  

a. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa guna 

memahami bagaimana suatu perusahaan negeri maupun swasta 

melakukan investasi, bagaimana cara kerja sistem dalam investasi itu 

bekerja terutama pada perjanjian investasi Bilateral; dan 

b. Tujuan penelitian ini salah satunya diperuntukan sebagai bahan referensi, 

yang dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan maupun komparasi 

baik berupa teorinya mapun argumentasi yang lahir di dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Praktisi 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

praktisi mengenai pentingnya investasi bagi diri maupun negara terlebih 

supaya dapat dengan mudah menjalankan kegiatan investasi sesuai 

dengan aturan yang ada, tanpa melanggar ketentuan yang sudah 

disahkan; dan 

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para praktisi 

hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjadi bahan referensi terkait 

penelitian para praktisi. 
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E. Orisinalitas Penulisan 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang 

pengetahuan saya, di dalam penulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

lain yang juga membahas mengenai penyelesaian sengketa bilateral investment 

treaty dalam prespektif perjanjian investasi internasional . Namun juga dalam 

penelitian ini terdapat perbedaan atau kebaharuan jika dibandingkan dengan 

penelitian yang sebelumnya.  

No. PENULIS JUDUL 

1.  Nurliana 
SKRIPSI 

(Universitas Sulawesi Barat Majene ) 

UPAYA RENEGOSIASI INDONESIA 
SINGAPURA BILATERAL 

INVESTMENT TREATY  TERHADAP 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
INVESTASI DI INDONESIA 

RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah yang melatar belakangi sehingga Indonesia dan singapura melakukan 
renegosiasi dalam Bilateral invensment Treaty? 

2. Bagaimanakah dampak renegosiasi Indonesia dan singapura dengan 
menggunakan Bilateral invensment Treaty terhadap implementasi kebijakan 
investasi di Indonesia? 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi untuk 

memajukan perekonomian dengan cara membangun relasi kerjasama 

dengan negara lain. Adapun dampak dari hasil kersama kedua negara ini 

seperti dampak positif dan dampak negatif. Namun, adanya kedua hal ini 

Indonesia perlu  berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan untuk 

melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. 

 

PERSAMAAN Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian 
penulis kali ini sama-sama membahas 
mengenai perjanjian bilateral investment 
antara Indonesia dengan Singapura serta 
kebijakan investasi di Indonesia. 

PERBEDAAN Dalam skripsi ini lebih membahas bagaimana 
renegosiasi antara Indonesia dengan 
Singapura ini berlangsung bisa terjadi serta 
pengaruhnya terhadap sektor perekonomian 
di Indonesia. 
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No. PENULIS JUDUL 

1.  Muhammad Budi Herian 
SKRIPSI 

(Universitas Islam Riau Pekanbaru ) 

PENGHENTIAN BILATERAL 
INVESTMENT TREATY (BIT) 
INDONESIA-BELANDA YANG 
DILAKUKAN SEPIHAK OLEH 

INDONESIA 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia-
Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan 
kepentingan nasional dipandang dari prespektif hukum Internasional? 

2. Apakah akibat hukum dari penghentian BIT Indonesia-Belanda yang 
dihentikan secara sepihak oleh Indonesia? 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil penelitian ini bahwa penghentian perjanjian internasional dengan alasan 

kepentingan nasional tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Akibat 

hukum dari penghentian sepihak tersebut, Indonesia tetap harus melindungi 

investor Belanda sampai 2030 sesuai peraturan BIT tersebut da adanya 

kemungkinan sengketa investasi. 

 

PERSAMAAN Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian 
penulis kali ini sama-sama membahas 
mengenai perjanjian bilateral investment 
dengan kasus yang sama yaitu penghentian 
secara sepihak oleh Indonesia. 

PERBEDAAN Dalam skripsi ini contoh kasus ataupun 
negaranya berbeda dengan penelitian penulis 
kali ini. 

 

Sedangkan penelitian ini adalah: 

PENULIS JUDUL 

Dimas Endriana Mukti 
SKRIPSI 

(Universitas Islam Malang) 

PENYELESAIAN SENGKETA BILATERAL 
INVESTMENT TREATY DALAM 

PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI 
INTERNASIONAL  

  

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Pengaturan Bilateral Investment Treaty dalam kebijakan Investasi 
dan regulasi di Indonesia? 

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara negara indonesia dengan 
singapura atas Bilateral Investment Treaty? 
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NILAI KEBARUAN 

1. Mengetahui bagaimana peraturan hukum terkait Bilateral Investment Treaty 
ini berjalan dengan seharusnya sesuai dalam kebijakan investasi dan regulasi 
yang ada di Indonesia.  

2. Mengetahui perbandingan sistem hukum dari Bilateral Investment Treaty  
ataupun faktor lain yang menyebabkan investasi di Singapura lebih maju 
daripada Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

atau metode kepustakaan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dimana 

memerlukan pengolahan berupa bahan hukum yang tertulis yang tertuju 

terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. 

memerlukan analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan 

dengan masalah hukum.  

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat berberapa metode penelitian, 

pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normatif ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statue approach) 

dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti Pendekatan perundang-undangan 

merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang 

undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, 

pendekatan konseptual (conseptual approach) merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan 

landasan penelitian ini dengan dilakukan menggunakan teori dari hukum 
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Investasi dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang 

dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau peraturan hukum 

Investasi di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura yang diatur dalam 

Undang-Undang Peninjauan Investasi Penting (Significant Investment Review 

Act - SIRA). Manfaat dari pendekatan ini adalah diharapkan memperoleh 

perbedaan diantara undang-undang maupun peraturan tersebut.7 

3. Jenis Bahan Hukum 

Berikut merupakan jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

melakukan penulisan penelitian yuridis normatif ini, antara lain yaitu: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan 

kekuatan hukum yang langsung untuk menegakkan hukum seperti undang-

undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum 

kuat lainnya biasanya menjadi landasan hukum primer.8 Peneliti akan 

mengacu pada bahan hukum dasar dalam rangka penelitian yurisprudensi 

normatif guna menganalisis dan memperjelas norma hukum yang berlaku. 

b. Bahan hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif adalah analisis dan 

penjelasan hukum yang dibuat oleh akademsi hukum dan diterbitkan dalam 

jurnal hukum, buku hukum, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan 

hukum.9 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai sumber 

penelitian yang mengacu pada bahan non hukum jika dianggap perlu dan 

selama memiliki relevansi dengan topik penelitian 

                                                 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. 
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 182. 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 195. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan analisis kepustakaan untuk menyelesaikan 

penelitian ini adapun berbagai sumber digunakan termasuk buku hukum, 

tulisan hukum, undang-undang, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, hal ini dikarenakan perlunya untuk memahami secara menyeluruh 

dan mendalam terhadap sebuah peraturan mengenai rezim hukum  Bilateral 

Investment Treaty (BIT), setelah itu bahan hukum yang diperoleh dilakukan 

analisis dengan memusatkan perhatian pada landasan teori yang relevan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya 

isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup 

tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik 

pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas 

penelitian ini. Hal ini mencakup Hukum internasional, pengertian Perjanjian 

internasional, pengertian Perjanjian investasi, Perjanjian bilateral investment 

treaty dan Perlindungan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



 
 

 

12 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas Penyelesaian Sengketa 

Bilateral Investment Treaty dalam prespektif perjanjian investasi internasional, 

permasalahan tersebut menurut penulis menjadi kekosongan hukum yang 

mengakibatkan hukum investasi internasional di Indonesia masih menghadapi 

tantangan dalam hal kepastian hukum dan harmonisasi peraturan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil peneilitian yang terdapat 

di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih 

pemikiran penulis. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa terhadap bab sebelumnya, penulis memperoleh 

kesimpulan yang mendasari dari penelitian ini yang kemudian penulis 

menyimpulkan hal hal sebagai berikut: 

1. Bahwasanya Pengaturan Bilateral Investment Treaty (BIT) dalam 

kebijakan dan regulasinya di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 

Namun, UU No. 25 Tahun 2007 lebih relevan dalam konteks investasi 

asing karena secara substantif mengatur aspek penanaman modal, 

termasuk perlindungan terhadap investor. Sementara itu, UU No. 24 

Tahun 2000 lebih menekankan pada prosedur pengesahan perjanjian 

internasional. Dengan demikian, UU Penanaman Modal dan Bilateral 

Investment Treaty saling melengkapi, di mana yang satu menjadi dasar 

hukum domestik dan yang lain memperkuat perlindungan investasi pada 

level internasional, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim 

investasi yang kondusif di Indonesia. 

2. Penyelesaian Sengketa Bilateral Investment Treaty (BIT) antara 

Indonesia dan Singapura memunculkan dua jawaban yakni adanya 

perbedaan dan persamaan yang mendasar. Perbedaannya mencakup 

cakupan sektor investasi dan prioritas kebijakan, di mana Singapura 

lebih fokus pada teknologi dan jasa keuangan, sementara Indonesia 

menitikberatkan pada sektor manufaktur, infrastruktur, dan sumber 

daya alam. Namun, walaupun begitu keduanya memiliki persamaan 
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dalam prinsip perlindungan, seperti pemberian perlakuan adil dan 

setara, serta perlindungan terhadap risiko non-komersial seperti 

nasionalisasi dan ekspropriasi. Namun seperti yang diketahui 

bahwasanya Bilateral Investment Treaty antara kedua negara bersifat 

dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan ekonomi dan 

hubungan bilateral masing-masing. 

B. Saran 

Regulasi hukum investasi di Indonesia telah mengalami berberapa kali 

revisi, akan tetapi dengan dilakukannya berbagai kali revisi tersebut menurut 

penulis belumlah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum 

secara maksimal kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi itu 

sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut penulis akan memberikan saran untuk 

mewujudkan rezim hukum investasi di Indonesia menjadi lebih baik, Adapun 

saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Terhadap rezim hukum Investasi di Indonesia, Indonesia perlu 

merancang Bilateral Investment Treaty yang melindungi investor asing 

sekaligus menjaga kepentingan nasional, dengan menegaskan hak 

negara atas kebijakan publik. Untuk mengurangi risiko ISDS, penyelesaian 

sengketa alternatif dan solusi domestik harus diprioritaskan. Harmonisasi 

Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan UU Penanaman Modal juga 

penting guna menciptakan sistem investasi yang stabil dan berkelanjutan. 

2. Penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara 

Indonesia dan Singapura menunjukkan perlunya Indonesia merumuskan 

klausul yang lebih selektif, khususnya terkait Fair and Equitable Treatment 

(FET) dan Most Favored Nation (MFN), guna memperkuat posisi tawar 
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dalam negosiasi. Indonesia juga perlu menegaskan kepatuhan terhadap 

hukum nasional bagi investor luar negeri serta memastikan keselarasan 

Bilateral Investment Treaty dengan komitmen regional seperti ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Pendekatan strategis 

Singapura dapat menjadi model dalam membangun sistem hukum 

investasi nasional yang lebih berdaulat dan berkelanjutan. 
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